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PENETAPAN
Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Pwk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXXXXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXXXXXX,
RT.001 RW.001, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.

melawan

CECEP FAHMI SOMANTRI BIN H. M. JONO SUPARJONO, umur 24
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXxXXXxxx
XXXxXX, tempat kediaman di XXXxX XXXXX XXXXxXxx, RT.013
RW.006, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 November 2023 telah
mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Purwakarta dengan register Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 30
November 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 November 2018, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan

Jatiluhur, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan
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Akta Nikah Nomor 0595/026/X1/2018 tertanggal 26 November 2018 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Jatiluhur, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah
berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang
bernama Baihagi Khoirul Fahmi bin Cecep Fahmi Somantri (Purwakarta, 12
Januari 2021 / umur 2 tahun), NIK 3214011201210002, saat ini tinggal
bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan
sejahtera, namun sejak bulan November 2022 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
a. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih mengenai Penggugat
yang bekerja, Tergugat sering kali merasa bahwa Penggugat sama
sekali tidak membantu ekonomi rumah tangga sedangkan Tergugat juga
hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan rumah sehingga
Penggugat yang menanggung kekurangannya;
b. Adanya campur tangan dari orangtua Tergugat dalam urusan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
c. Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat, ketika Tergugat
membuat keputusan selalu memberitahu orangtuanya terlebih dahulu
dari pada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Juli 2023, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat
di KABUPATEN PURWAKARTA, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu
lagi;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan
sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat
beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh
karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan
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keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup
lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak
ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap
dipertahankan  hanya akan  menimbulkan  kemudaratan  yang
berkepanjangan;
2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara
ini;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Cecep Fahmi
Somantri Bin H.M.Jono Suparjono) terhadap Penggugat (Susi Susilawati
Binti Yayan Sopian);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain
yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir mewakili
Penggugat secara sah dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula mengutus wakil atau kuasa yang sah meski telah dipanggil melalui relaas
untuk hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut perkara dan
berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan

pencabutan Penggugat karena telah kembali rukun dengan Tergugat.
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Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam
Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat
menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah
tempat tinggal, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk
perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah sama-sama dipanggil secara resmi
dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan
Pasal 121HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dalam sidang sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai
wakil atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar
Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh
Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan
pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijke
recht vordering), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat
dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan
permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan
bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1830/Pdt.G/2023/PA.Pwk. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara.
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Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Pwk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp465.000,00,- (empat ratus enam puluh lima ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami
Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H.
dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum, sidang dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Lia Yuliasih, S.Ag.
Panitera Pengganti

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp60.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp345.000,00

4. Meterai - Rp.10.000,00
Jumlah : Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



